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Abstrak: Pada 26 April 1811, Sultan Sepuh VII Cirebon menerima surat dari Thomas Stamford Raffles
yang dibawa oleh Tengku Pangeran Sukma Dilaga. Melalui surat tertanggal 19 Desember 1810 itu, Raffles
menyatakan keinginan Inggris untuk menduduki pulau Jawa. Ia berjanji tidak akan memperlakukan para
penguasa (dan rakyat) secara kejam, sebagaimana orang-orang Belanda dan Prancis. Sultan Sepuh VII
pun menulis surat balasan yang menyatakan bahwa dirinya merestui rencana Inggris. Surat inilah yang
menjadi objek dalam penelitian ini. Penulis terlebih dahulu mengkaji naskah dan teks surat tersebut
menggunakan metode kajian filologi. Selanjutnya, penulis mengkaji isi teks dengan menggunakan teori
strukturalisme genetik. Teori itu meniscayakan penganalisisan segala sesuatu di luar teks, termasuk kondisi
sosial, yang melatarbelakangi penciptaan sebuah karya sastra (dalam hal ini teks surat). Hasil penelitian
menunjukkan, surat balasan yang berisi restu terhadap rencana Inggris tersebut merupakan respons Sul-
tan Sepuh VII karena sudah tak lagi kuat menanggung beban dari pemerintah kolonial Belanda Prancis.
Kata kunci: Cirebon; Sultan Sepuh VII; Raffles; Invasi Inggris.
Abstract:  On April 26th 1811, the 7th Sultan Sepuh of Cirebon received a letter from Thomas
Stamford Raffles brought by Tengku Pangeran Siak. By letter dated December 19th, 1810, Raffles
expressed his plan to occupy  Java island. He promised not to treat the rulers (and  their people)
cruelly, as the Dutch and French did. The Sultan wrote a reply stating that he approved the British
plan. The reply letter is the object of this research. Firstly, the writer examined the text of the letter
by using the philological approach.  Secondly, the writer reviewed it by using the genetic
structuralism theory. The theory  focuses on analyzing everything beyond the text, including the
social conditions,  underlying  the creation of a literary work (the text of the letter taken as a
source of data in the study). The result of the research reveals that  the  letter containing the
Sultan’s blessing to the British plan was his response  as he could no longer endure the burden
from the Dutch-French colonial government.
Key words: Cirebon; 7th Sultan Sepuh; Raffles; British Invasion.
1. PENDAHULUAN
Kesultanan Cirebon mulai menjalin
“persahabatan” dengan Vereenigde Oost-
Indische Compagnie (VOC) sejak 7 Januari
16811. Sejak itulah, perusahaan dagang
Belanda itu turut mencampuri segala urusan
di Kesultanan Cirebon, termasuk dalam hal
penentuan pucuk pimpinan. Selain itu, para
sultan dikenakan berbagai kewajiban.
Mereka wajib menjual berbagai komoditas
unggulan kepada kompeni dengan harga
yang telah ditetapkan secara eksklusif. Para
sultan dan kawulanya juga dilarang
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berkomunikasi, dalam bentuk apa pun,
dengan orang asing, apalagi menjalin kerja
sama perdagangan. Untuk memastikan itu
berjalan efektif, kompeni menempatkan
seorang residen, dibantu oleh garnisun yang
terdiri atas 70 orang Eropa. Mereka
ditempatkan di sebuah benteng kecil di
Distrik Cirebon dan sebuah pos luar di
Indramayu (Stockdale, 2014: 232).
Setiap tahun, Kesultanan Cirebon harus
menyediakan sedikitnya 100.000 ikat padi
dan 1 juta pon gula untuk konsumsi Hindia.
Setiap pon gula dibeli seharga 1 hingga 1,5
stiver2. Sementara untuk keperluan Eropa,
Kesultanan Cirebon harus pula
menyediakan sedikitnya 30.000 lbs3 benang
kapas berkualitas A seharga 14 stiver per lbs,
10.000 lbs nila dengan harga 30 stiver per
lbs, dan 1.200.000 lbs kopi seharga 2,25 stiver
per lbs (Stockdale, 2014: 235). Kondisi
tersebut berlangsung hingga lebih dari
seabad kemudian, tentu dengan berbagai
dinamikanya. Tepat di akhir abad ke-18,
perusahaan dagang Belanda itu dinyatakan
bangkrut, dengan meninggalkan utang yang
sangat besar.
Saat itu, Keraton Kasepuhan Cirebon
dipimpin oleh seorang anak muda yang
memiliki gelar Sultan Tajul Ngaripin
Mohamad Joharidin (Sultan Sepuh VII). Ia
naik takhta pada tahun 1791 saat masih
berumur 10 tahun dan memangku jabatan
selama 25 tahun4. Delapan tahun kemudian,
ia berurusan dengan Gubernur Jenderal
Herman Willem Daendels yang memerintah
atas nama raja Belanda, Louis Bonaparte5.
Sejak menjabat, Daendels menjalankan
pemerintahan secara keras. Tak heran jika
kemudian ia dikenal sebagai “si tangan
besi”. Selama tiga tahun berurusan dengan
Daendels, Sultan Sepuh VII merasakan
beban yang kian berat.
Pada 26 April 1811, malam hari, seorang
lelaki Melayu menemui Sultan Sepuh VII.
Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai
Tengku Pangeran Sukma Dilaga. Maksud
kedatangannya adalah mengirimkan surat
dari Thomas Stamford Raffles tentang
rencana Inggris untuk menduduki tanah
Jawa6. Malam itu juga, Sultan Sepuh VII
membalas surat tersebut. Ia menulis surat
dalam dua versi sekaligus, yakni
menggunakan aksara Jawi (Arab Melayu)
berbahasa Melayu serta menggunakan
aksara (dan bahasa) Jawa. Kini, kedua surat
itu merupakan bagian dari koleksi British
Library dan diberi kode Mss Eur D.742/1 f.49
(untuk naskah beraksara Jawi) dan Mss Eur
D.742/1 f.49ab (untuk naskah beraksara
Jawa).
Kedua surat inilah yang sesungguhnya
akan dijadikan sebagai objek penelitian.
Akan tetapi, lantaran memuat pesan yang
sama (hanya berbeda dalam varian, yakni
aksara dan bahasa), penulis memutuskan
untuk memilih Naskah Mss Eur D.742/1 f.49
sebagai objek penelitian. Pada tahap
pertama, penulis akan terlebih dahulu
mengkaji naskah berdasarkan pendekatan
filologi. Hal itu perlu dilakukan untuk
mendeteksi (sekaligus memperbaiki) kasus-
kasus salah tulis yang terjadi di dalam teks
naskah. Pada tahap selanjutnya, barulah
penulis akan menganalisis isi teks surat Sul-
tan Sepuh VII. Hal itu dilakukan untuk
mengungkapkan pesan yang terkandung di
dalam teks naskah surat.
2.  METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis terlebih
dahulu mengkaji naskah secara filologis.
Dalam mengkaji naskah, penulis sangat
terbantu oleh “fasilitas” yang disediakan
oleh British Library (melalui situs web
www.bl.uk). Gambar naskah yang dimuat
memiliki resolusi tinggi. Hal itu
memungkinkan penulis untuk secara detail
mengamati naskah melalui zooming,
melengkapi deskripsi yang disediakan dalam
situs web.
Sementara dalam kajian teks, khususnya
untuk pengedisian (penyuntingan), penulis
menggunakan metode edisi standar. Penulis
tidak akan membuat terjemahan.
Pertimbangannya, teks naskah ditulis dalam
bahasa Melayu yang tentu saja sudah akrab
di telinga pembaca.
Arkian, penulis menganalisis isi yang
terkandung di dalam teks naskah dengan
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menggunakan strukturalisme genetik, teori
yang diperkenalkan oleh filsuf Prancis,
Lucien Goldmann. Menurut Faruk (2015:
56), teori tersebut tetap didasarkan kepada
karya sastra sebagai sebuah struktur. Akan
tetapi, struktur tidak dipahami sebagai
sesuatu yang statis, tetapi proses sejarah
yang terus berlangsung, mengalami
strukturasi (asimilasi) dan destrukturasi
(akomodasi) yang hidup dan dihayati oleh
masyarakat karya sastra tersebut. Teori
tersebut memiliki beberapa konsep dasar,
yakni fakta kemanusiaan, subjek kolektif,
pandangan dunia, struktur, serta
pemahaman dan penjelasan.
a. Fakta Kemanusiaan
Inilah landasan ontologis Teori
Strukturalisme Genetik. Dalam hal ini, yang
dimaksud adalah segala aktivitas (perilaku)
manusia, verbal ataupun fisik, yang
berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan.
Fakta kemanusiaan dibedakan menjadi
fakta individual dan fakta sosial. Goldmann
(1980: 40) menyatakan, pemahaman
tentang fakta kemanusiaan harus
mempertimbangkan struktur dan arti.
Soalnya, fakta memiliki struktur karena
terikat oleh satu tujuan yang menjadi
artinya. Fakta kemanusiaan tumbuh sebagai
respons dari subjek kolektif ataupun indi-
vidual terhadap situasi dan kondisi yang ada
di dalam diri dan sekitarnya. Dengan kata
lain, fakta yang dihadirkan itu merupakan
hasil usaha manusia untuk mencapai
keseimbangan dalam hubungannya dengan
dunia sekitar.
b. Subjek Kolektif
Dalam hal ini, Goldmann (1980: 97)
hanya mempertimbangkan fakta-fakta
sosial yang, tentu saja, disubjeki oleh subjek
kolektif, bukan subjek individual. Soalnya,
subjek kolektif akan melahirkan fakta
historis. Sementara subjek individual hanya
akan melahirkan fakta libidinal. Subjek
kolektif (disebut juga sebagai subjek
transindividual) bukanlah sekadar
kumpulan individu yang berdiri sendiri,
melainkan satu kesatuan, satu kolektivitas.
Menurut Faruk (2015: 63), sebenarnya
subjek kolektif merupakan konsep yang
masih sangat kabur. Pasalnya, subjek
kolektif dapat berupa kelompok
kekerabatan, kelompok sekerja, kelompok
teritorial, dan sebagainya. Dalam konteks
ini, subjek yang dimaksud adalah kelas sosial
dalam pengertian Marxis. Strukturasi
mereka terbukti telah memengaruhi sejarah
perkembangan manusia, dari masyarakat
primitif yang komunal menjadi masyarakat
feodal, kapitalis, lalu sosialis (Goldmann,
1980: 41).
c. Pandangan Dunia: Homologi, Strukturasi,
dan Struktur
Kenyataan itulah yang kemudian
membuat Goldmann percaya tentang
adanya homologi antara karya sastra
dengan struktur masyarakat. Homologi
merujuk kepada pandangan dunia yang
tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat, bukan secara langsung dengan
struktur masyarakatnya. Dalam
Strukturalisme Genetik, pandangan dunia
adalah kompleks menyeluruh dari gagasan,
aspirasi, dan perasaan yang
menghubungkan semua anggota sebuah
kelompok sosial tertentu sekaligus
mempertentangkannya dengan kelompok
sosial yang lain. Alhasil, pandangan dunia
berkembang sebagai hasil dari situasi sosial
dan ekonomi tertentu yang dihadapi oleh
subjek kolektif (Goldmann, 1980: 112).
Kondisi itu meniscayakan terjadinya
interaksi antara subjek kolektif dengan
situasi sekitarnya, memunculkan strukturasi
(asimilasi), dan pada akhirnya
menghasilkan pandangan dunia. Jadi,
pandangan dunia tak hadir secara tiba-tiba,
tetapi melalui serangkaian proses yang
panjang.
d. Struktur Karya Sastra
Pada fase berikutnya, pandangan dunia
—hasil dari strukturasi itu— mewujud ke
dalam karya sastra yang memiliki struktur
koheren dan terpadu. Dalam konteks ini,
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Goldmann –menurut Faruk (2015: 71--72)—
memusatkan perhatian kepada 1) relasi
antara tokoh dengan tokoh; 2) tokoh dengan
objek yang ada di sekitarnya.
e. Dialektika Pemahaman-Penjelasan
Seperti dikemukakan di atas, Goldmann
memandang bahwa karya sastra adalah
konsep struktur yang memiliki arti. Lantaran
memiliki struktur, karya sastra harus
koheren atau cenderung koheren. Karena
memiliki arti, karya sastra berkaitan dengan
usaha-usaha manusia untuk memecahkan
persoalan-persoalannya dalam kehidupan
sosial yang nyata. Menurut Faruk (2015:
76--77; Sangidu, 2005: 29), untuk
mendapatkan pengetahuan mengenai karya
sastra dengan kodrat keberadaan (ontologi)
semacam itu, Goldmann kemudian
mengembangkan metode dialektik. Prinsip
dasarnya adalah pengetahuan mengenai
fakta-fakta kemanusiaan. Soalnya, fakta-
fakta kemanusiaan itu akan tetap abstrak
jika tidak dikonkretkan dengan cara
mengintegrasikannya ke dalam semesta
keseluruhan.
Oleh karena itu, metode dialektik
mengembangkan dua pasang konsep, yakni
“keseluruhan-bagian” dan “pemahaman
penjelasan”. Sebagai struktur koheren, karya
sastra merupakan kesatuan yang dibangun
dari bagian-bagian lebih kecil. Akan tetapi,
karya sastra sekaligus pula merupakan
bagian dari keseluruhan yang lebih besar.
Oleh karena itu, harus ada usaha untuk
menjelaskan karya sastra dan
menempatkannya ke dalam keseluruhan
yang lebih besar tadi. Di sinilah masuknya
konsep selanjutnya, “pemahaman-
penjelasan”.
Pemahaman adalah usaha untuk
mengerti identitas bagian dengan
mendeskripsikan struktur objek yang
dipelajari. Sementara penjelasan adalah
usaha untuk mengerti makna bagian itu
dengan menempatkannya dalam
keseluruhan yang lebih besar (Faruk, 2015:
78-79).
Menurut Sangidu (2005: 29), di metode
dialektik merupakan hubungan timbal balik
antara struktur karya sastra dengan
materialisme historis dan subjek yang
melahirkan karya sastra tersebut. Dalam
praktiknya, metode itu mengandaikan
adanya tesis (posisi), antitesis (oposisi), dan
sintesis (komposisi). Oleh karena itu, di
dalam teknik analisis, ia menyarankan
peneliti untuk bergerak melalui tiga hal: 1)
analisis struktur karya sastra lewat unsur-
unsur yang membangun teks dan
memahaminya sebagai keseluruhan
struktur; 2) analisis struktur sosial historis
konkret (fakta sosial) yang melatarbelakangi
lahirnya karya sastra; 3) analisis kelompok
sosial pengarang dan pandangan dunianya
(vision du monde). Pandangan dunia
pengarang inilah yang pada akhirnya akan
menjadi embrio lahirnya karya sastra.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Deskripsi Naskah
Naskah ini terdiri atas selembar kertas
Eropa (English paper) dengan cap air (water-
mark) ‘J Wise & Patch’ berukuran 31 cm x
15 cm dengan teks hanya ada di halaman
depan (recto). Di halaman belakang (verso)
naskah, di tepi kanan (right-hand), terdapat
dua baris tulisan (kemungkinan besar dibuat
oleh Raffles) dalam aksara Latin berbahasa
Inggris dan ditulis dari atas ke bawah. Baris
pertama tulisan itu berbunyi “May 1811”,
sedangkan baris kedua “Sultan of Cheribon”.
Diduga, catatan “May 1811” merupakan
bulan ketika Raffles menerima surat tersebut
dari Tengku Pangeran Sukma Dilaga. Di
atas dua baris tulisan itu,  tepat di pojok
kanan (right-hand) atas, terdapat tulisan
“Mss.Eur.D.742/1” (ditulis dari kiri ke kanan
dan menggunakan pensil). Tulisan itu
diduga kuat dibubuhkan oleh kolektor. Di
bagian verso ini pula terdapat garis-garis
yang saling melintang bekas lipatan.
Tulisan “Mss.Eur.D.742/1” merupakan
nama bundel yang memuat surat tersebut.
Untuk bundel tersebut, British Library, di
dalam situs web www.bl.uk, membubuhkan
keterangan sebagai berikut:
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“Letters, dated c 1810-11, to Sir T.S. Raffles
from Malay and Indonesian rulers, mainly
concerning the impending British invasion
of Java in 1811; also a few miscellaneous
Malay letters of different provenance. [Note:
Private Papers section is indebted to Dr
Annabel Gallop for the catalogue of documents
under reference D742/1. Information on the
two Balinese items was supplied by Dr.
Raechelle Rubinstein].”
[Kelompok] surat-surat, ditulis pada
tahun 1810-1811, untuk Sir T. S. Raffles
dari penguasa Melayu dan Indonesia,
utamanya mengenai permintaan kepada
Inggris untuk segera menginvasi Jawa
pada 1811; juga memuat beragam tema
surat-surat Melayu dari berbagai latar
belakang [Catatan: bagian naskah pribadi
merupakan sumbangan Dr Annabel Gal-
lop untuk dokumen-dokumen di bawah
referensi D742/1. Informasi mengenai
dua item berbahasa Bali disumbang oleh
Dr. Raechelle Rubinstein].”
“Bundel” Mss Eur D742/1 ini pun
dicatat oleh Ricklefs dkk (2014: 122) dan
dimasukkan ke dalam naskah “milik” India
Office Library. Keterangannya sebagai
berikut:
‘Raffles Family Collection.’
Contains 50 letters in Malay, dated in 1810
and 1811, to T. S. Raffles from the rulers of
Kìdah, Perak, Pìdas, Riau, Lingga, Pontianak,
Sambas, Banjarmasin, Jambi, Aceh, Cirìbon,
Palembang, Bali, and Siak. Translated in
Adam, 1971. A further 23 letters in Malay
between various Indonesian rulers are found
in this collection, dated between 1782 and
1824. There are also 2 letters in Balinese on
palm-leaf from Buleleng.
‘Koleksi Keluarga Raffles’. Berisi 50 surat
dalam bahasa Melayu, [ditulis] pada
1810-1811, kepada Thomas Stamford
Raffles dari para penguasa, [seperti]
Kedah, Perak, Pedas, Riau, Lingga,
Pontianak, Sambas, Banjarmasin, Jambi,
Aceh, Cirebon, Palembang, Bali, dan Siak.
Dialihaksarakan oleh Adam, 1971.
Selanjutnya, [terdapat pula] 23 surat
antarraja di Indonesia dalam bahasa
Melayu dalam koleksi ini, [ditulis] pada
jangka waktu 1782-1824. Selain itu,
terdapat pula 2 surat dari Buleleng dalam
bahasa Bali [yang ditulis] di atas daun
lontar.
Gambar 1
Naskah Surat Sultan Sepuh VII yang
ditujukan kepada Raffles
Seluruh teks yang ada di dalam naskah
ini menggunakan aksara Jawi dan
berbahasa Melayu, terdiri atas 14 baris,
dengan bidang tulisan berukuran 26 cm x
13 cm tanpa garis bantu. Teks ditulis dalam
jenis khat naskh dengan menggunakan tinta
hitam dan masih dapat terbaca dengan baik.
Terdapat 4 coretan dalam teks lantaran
penulis salah menuliskan huruf.
Di dalam surat, Sultan Sepuh VII
menginformasikan kepada Raffles bahwa
dirinya tak membubuhkan cap kesultanan.
Soalnya, ketika bertemu dengan Tengku
Pangeran Siak, ia sedang diperintahkan
berjaga-jaga di Desa Singaraja karena
Belanda sudah tahu ihwal rencana
kedatangan Inggris. Diduga, Sultan Sepuh
VII merasa perlu membubuhkan informasi
itu karena “melanggar aturan” dalam
persuratan Melayu.
Menurut Gallop (1994: 44), cap kerajaan
merupakan unsur paling penting karena
menunjukkan ketulenan sebuah surat. Hal
itu lantaran, pada umumnya, surat tak
ditulis oleh si pengirim surat (dalam konteks
ini Sultan Sepuh VII Cirebon), tetapi oleh
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juru tulis. Pembubuhan cap sebenarnya
bukanlah ciri yang hanya terdapat di tanah
Melayu, melainkan di serata dunia.
Selain cap, setidaknya terdapat empat
aspek lain yang menjadi keniscayaan di
dalam surat-surat para penguasa lokal di
Tanah Melayu (royal letters), sampul surat,
cap kerajaan, kaligrafi, kepala surat, dan seni
sungging (Gallop & Arps, 1991). Soalnya,
pada masa lampau, surat dijadikan sebagai
lambang kemegahan (magnifience),
kehormatan (honour), dan martabat (dignity)
para penguasa. Tak heran jika kemudian
tradisi penulisan surat beroleh perhatian
khusus di semua kerajaan/kesultanan
Melayu. Melalui tangan para kerani, semua
kerajaan/kesultanan berlomba-lomba untuk
menciptakan surat bertata letak (layout)
dekoratif, tulisan bagus, dan bentuk yang
rapi. Para juru tulis kerajaan harus
memastikan bahwa bahasa yang digunakan
di dalam surat sudah tepat secara etika. Satu
hal yang tak kalah penting, kalimat pembuka
di dalam surat, semaksimal mungkin,
mencerminkan hubungan yang erat antara
raja dengan agama Islam, serta ketulusan
kata-katanya (Adam, 2009: 6-7). Namun,
naskah surat Sultan Sepuh VII Cirebon tak
berhiaskan bingkai dan tak berbubuh kepala
surat. Selain itu, setakat kini, sama sekali
tidak didapatkan informasi bahwa surat
tersebut dilengkapi dengan sampul.
Naskah Mss Eur D742/1 f. 49
merupakan surat balasan dari Sultan Sepuh
VII (juga mengatasnamakan Sultan Anom)
Cirebon atas surat Thomas Stamford Raffles
yang dibawa oleh Tengku Pangeran Sukma
Dilaga. Ia mengaku bertemu langsung
dengan Tengku Pangeran Sukma Dilaga
(yang diantar oleh Ngabei Wiralodra,
penguasa Indramayu)7. Sultan Sepuh
mengungkapkan, selain membawa surat
(dan juga hadiah dari Raffles), Tengku
Pangeran Sukma Dilaga juga mengajak
enam petinggi kesultanan Cirebon, yakni
Pangeran Arya Kidul, Pangeran Raja
Kartaningrat, Pangeran Arya Suminta Raja,
Raden Sudirabrata, Tumenggung
Mangkunegara, dan imam qadhi. Namun,
Sultan Sepuh enggan menerima keenam
petinggi kesultanan Cirebon tersebut
lantaran takut ketahuan oleh penjajah
Belanda. Ia meminta Tengku Pangeran
Sukma Dilaga untuk membawa keenam or-
ang itu kembali ke Malaka. Meskipun
demikian, melalui surat itu, Sultan Sepuh
pun meminta Inggris agar segera
mendatangkan kapal perang lalu mengusir
Belanda dari tanah Jawa. Ia mengaku,
“...tiada kuasa lagi menunggu siksa kepada
hukum orang Holanda yang ada di Tanah
Jawa...”
Berdasarkan kolofon, surat ini ditulis
pada malam Jumat (hari Kamis) pukul 24.00
tanggal 2 Rabiulakhir 1226 Hijriah,
bertepatan dengan 26 April 1811. Teks surat
tersebut sudah dialihaksarakan dan
dialihbahasakan oleh Adam (2009: 314-
315). Namun, di dalam kolofon, terjadi
perbedaan antara alih aksara dan alih
bahasa. Dalam alih aksara, Adam secara
tepat menulis kolofon, yakni “Diperbuat surat
pada dua haribulan Rabi’ul-akhir, malam
Jumaat, kepada jam pukul dua belas 1226 Sanah
tahun”. Akan tetapi, di dalam alih bahasa
(Inggris), Adam menulis, “Letter is written on
the seventh day in the month of Rabi’ul-akhir,
Thursday night, at twelve o’clock in the year
1226 Hegira [1 May 1811 CE]”.
3.2. Edisi (Suntingan) Teks
Pada tahap ini, penulis membubuhkan
sejumlah “perangkat”, berupa (  ) ‘tanda
kurung lengkung dengan teks di dalamnya’
disebut addenda dan [    ] ‘tanda kurung siku
dengan teks di dalamnya’ disebut disdenda.
Tanda addenda berarti ‘huruf, suku kata,
kata, frasa, atau kalimat ditambahkan oleh
penulis, tetapi sebaiknya dibaca’. Sementara
tanda disdenda berarti ‘huruf, suku kata,
kata, frasa, atau kalimat sebaiknya tidak
perlu dibaca’. Penulis juga membubuhkan
angka Arab di samping teks sebagai
penanda baris.
Terhadap teks naskah, penulis
mencantumkan sejumlah catatan sebagai
berikut:
a. Penulis teks secara konsisten menulis
“Mister Rafles Eskuwir” (baris ke-2, ke-
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4, dan ke-13) untuk “Mister (Thomas
Stamford) Raffles Esquire”. Dalam
pandangan penulis, inilah kasus
nonmekanis yang terjadi karena
pengaruh cara “orang daerah”
mengucapkan nama-nama pejabat
asing. Kasus ini mengingatkan kita
kepada sebutan “si Jangkung” untuk Jan
Pieterszoon Coen, salah seorang
Gubernur Jenderal VOC pada awal
abad ke-17 sekaligus pendiri Batavia.
b. Penulis teks surat secara konsisten
melambangkan bunyi [g] dengan ß
(kaaf) tanpa titik. Menurut Musa (2006:
107, 126), pada abad ke-18, terdapat
tiga cara menuliskan fonem /g/ dengan
menggunakan huruf kâf. Pertama, huruf
kâf yang dilengkapi satu titik di atas.
Kedua, huruf kâf yang dilengkapi satu
titik di bawah. Ketiga, huruf kâf tanpa
titik. Akan tetapi, memasuki abad ke-19,
sebagian besar penulis justru tidak
membubuhkan titik pada huruf kâf.
Dengan demikian, kasus yang berlaku
terhadap teks dalam naskah itu
hanyalah variasi, bukan kesalahan tulis.
c. Sebagaimana kelaziman dalam
persuratan Melayu, penulis surat tidak
membubuhkan huruf kapital, tanda
baca, dan paragraf. Sebagai penanda
permulaan bagian baru (dan juga tanda
baca) dalam surat, digunakan beberapa
kata tertentu, seperti “syahdan” (baris
ke-6), “adapun”, dan “maka” (baris ke-
3, ke-9, dan ke-10). Sementara, frasa
bahasa Arab “wa ba’dahu” (baris ke-3)
dijadikan sebagai penanda selesainya
“puji-pujian” dan bermulanya isi surat.
Di dalam edisi teks, penulis
membubuhkan tanda baca untuk
meminimalkan terjadinya ketaksaan.
d. Penulis teks tidak konsisten dalam
menuliskan kata “yang”. Terdapat
sejumlah kasus, di mana kata itu
disambungkan dengan kata berikutnya,
seperti “yangkeluar” (baris ke-1),
“yangduduk” (baris ke-3), “yangdiberi”
(baris ke-3), “yangtersebut” (baris ke-6
dan ke-7), dan “yangdi dalam” (baris ke-
12). Kasus serupa terjadi dalam
penulisan kata keterangan “ke”.
Terdapat dua kasus di mana kata itu
digabungkan dengan kata berikutnya,
yakni “kehadapan” (baris ke-2) dan
“kedalam” (baris ke-12). Di dalam edisi
teks, penulis memisahkan kedua kata itu
dengan kata berikutnya.
3.3. Analisis Isi
3.3.1. Isi Surat dan Fakta Sosial
Dalam surat balasan, Sultan Sepuh VII
Cirebon memperhatikan betul tata krama
dalam persuratan Melayu. Ia
mengungkapkan puji-pujian untuk Raffles
dalam tiga baris di permulaan surat. Hanya,
Sultan Sepuh VII Cirebon tidak
menggunakan tašbîh (metafora;
perumpamaan) dan isti’ârah (simile; kiasan),
sebagaimana kebiasaan para penguasa
negeri-negeri di Tanah Melayu8. Meskipun
demikian, hal tersebut masih memenuhi
“kriteria” puji-pujian sebagaimana
dikemukakan oleh Wilkinson (1970 dalam
Gallop, 1994: 66--67). Sebagaimana
kelaziman, puji-pujian itu dilanjutkan
dengan kandungan utama surat, dibatasi
oleh frasa “wa ba’dahu” (baris ke-3).
Di dalam surat balasan itu, Sultan
Sepuh VII menginformasikan dua hal.
Pertama, kedatangan Tengku Pangeran
Sukma Dilaga yang membawa surat resmi
dari Raffles, sejumlah hadiah, serta
mengajak serta enam petinggi Kesultanan
Cirebon9. Kalakian, sang sultan tengah
berada di Desa Singaraja, “diperintahkan jaga
musuh karena Holanda sudah tahu akan datang
Inggris” (baris ke-10)10. Akan tetapi, lantaran
takut ketahuan pemerintah kolonial, Sultan
Sepuh VII tak mau menerima keenam
petinggi Kesultanan Cirebon tersebut.
Kedua, Sultan Sepuh VII menyatakan
paham akan maksud isi surat yang
ditujukan kepadanya. Bahkan, ia mengaku
telah menantikan pertolongan Inggris
karena tak lagi kuasa menanggung siksaan
yang diderakan oleh pemerintah kolonial.
Oleh karena itu, ia meminta Inggris segera
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mengirimkan kapal perang (dan tentu saja
pasukan) untuk menolong diri dan rakyat
Cirebon (khususnya) sekaligus mengusir or-
ang-orang Belanda11.
Pada dekade pertama abad ke-19,
kegawatan di Cirebon meningkat. Laskar
bersenjata dari kalangan rakyat hadir di
mana-mana sehingga menciptakan situasi
tidak aman di seantero wilayah itu.
Penyebab utamanya, kemarahan rakyat
karena terus-menerus menerima tekanan
dari para sultan (selaku kepanjangan tangan
dari pemerintah kolonial). Apalagi, secara
nyata, rakyat menyaksikan bahwa para sul-
tan dan pejabat kolonial memperlakukan
orang-orang Cina dengan sangat istimewa.
Oleh karena itu, tak heran jika kemarahan
rakyat ditujukan kepada para sultan, pejabat
kolonial, dan orang-orang Cina (Boulger,
1897: 114--115; Raffles, 1814: 24; Lombard,
2008b: 80; Carey, 2015: 45).
Sebenarnya, kalangan petani di Cirebon
sudah menerima beban berat sejak awal
abad ke-18. Hal itu seiring dengan
diterapkannya kebijakan budi daya kopi,
salah satu cara VOC untuk mendongkrak
pendapatan. Hingga akhir abad ke-18,
sebenarnya, setoran kopi dari kalangan
petani untuk VOC terus meningkat. Akan
tetapi, keuntungan dari hasil budi daya itu
tidak sampai ke perusahaan, tetapi
dinikmati oleh segelintir pejabat di daerah.
Menurut Boulger (1897: 114--115),
pendapatan yang dihasilkan dari Cirebon
selalu mengecewakan VOC. Padahal, para
sultan Cirebon secara rutin menyetorkan
kopi dan berbagai produk lain —yang tentu
saja diperoleh dari rakyatnya— kepada
residen (bupati). Melalui sistem ini, residen
Cirebon meraup penghasilan sebesar
80.000-100.000 dolar setiap tahun.
Praktik korupsi yang dilakukan residen
diketahui oleh pejabat tinggi VOC. Oleh
karena itu, pada tahun 1729, VOC
mengangkat sejumlah pejabat pengawas
berkebangsaan Eropa dengan pangkat
Gecommitterde tot de Saecken der Inlanderen
(Komitir untuk Urusan Pribumi) yang kelak
disingkat menjadi Commisaris  atau
Landcommisaris (Breman, 2014: 74). Sejak
awal, para komisaris memiliki kewenangan
yang sangat tinggi. Semua korespondensi
antara petinggi VOC dengan para bupati
(atau sebaliknya) harus melalui komisaris.
Para komisaris pun diberi kewenangan
mengambil keputusan di wilayah tugasnya,
tanpa perlu terlebih dahulu berkonsultasi –
atau setidaknya—melapor ke Batavia. Tak
heran jika para komisaris disebut sebagai
para “patih” gubernur jenderal. Terlebih,
pada 1745, petinggi VOC mengeluarkan
instruksi, para penguasa lokal (bupati dan
pejabat di bawahnya) harus memberikan
penghormatan militer ketika komisaris
berkunjung. Belakangan, biaya yang
dikeluarkan untuk penghormatan itu
dibebankan kepada rakyat.
Kewenangan sangat besar itulah yang
kemudian membuat para bupati berusaha
sekuat tenaga “berkarib” dengan para
komisaris. Para bupati tak segan-segan
memberikan uang sogokan dalam jumlah
besar agar posisinya tak diganggu. Bahkan,
praktik itu sudah dimulai menjelang
pelantikan seseorang menjadi bupati. Itulah
uang bekti.
Pada kenyataannya, sebagian besar
calon bupati terlebih dahulu meminjam
uang kepada orang-orang Cina untuk
membayar uang bekti tersebut. Imbalannya,
ketika sang bupati menjabat, orang-orang
Cina itu diberikan keleluasaan “mengelola”
lahan. Tak heran jika kemudian sebagian
besar lahan di Cirebon “dimiliki” oleh or-
ang-orang Cina. Kondisi itu terus
berlangsung bahkan setelah VOC bangkrut.
Inilah yang kemudian memicu pergerakan
rakyat. Apalagi, dalam praktiknya, lahan
yang diberikan kepada orang-orang Cina itu
termasuk lahan-lahan milik pribadi rakyat.
Inilah yang, salah satunya, terjadi terhadap
Bagus Rangin (Breman, 2014: 76; Raffles,
1814: 128).
Kemarahan rakyat semakin memuncak
seiring dengan perlakuan tidak adil
terhadap Pangeran Raja Kanoman. Soalnya,
meski berstatus putra mahkota, ia tak
ditunjuk oleh sang ayah (Sultan Anom IV)
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sebagai sultan. Jabatan itu justru diserahkan
kepada salah seorang putra selir, atas
persetujuan pemerintah kolonial. Bagi
rakyat Cirebon, mereka tak bisa menerima
berkah dari penguasa tidak sah. Tak heran
jika kemudian Pangeran Raja Kanoman
ditukas sebagai aktor intelektual terjadinya
pergerakan rakyat Cirebon tersebut. Ia pun
diasingkan ke Batavia, lalu ke Ambon
(Marihandono, 2015: 2-3). Pemberontakan
mencapai puncaknya pada 1806. Semua
orang Cina diusir dari wilayah Cirebon atau
dibunuh, sedangkan semua lahan
dikembalikan kepada pemilik yang sah
(Raffles, 1814: 128--129).
Untuk meredam kemarahan rakyat,
Pangeran Raja Kanoman dipulangkan dari
pengasingan untuk kemudian diangkat
menjadi Sultan Cirebon pada 1807 12.
Meskipun demikian, pemberontakan rakyat
tetap berlangsung ketika Herman Willem
Daendels berkuasa pada awal 1808. Lagi-
lagi, Pangeran Raja Kanoman disangka
sebagai aktor intelektual di balik
pemberontakan rakyat. Atas dasar itulah,
kelak, pada 1810, Daendels memecatnya
(Lombard, 2008b: 80).
Di Jawa, tugas utama Daendels adalah
memperkuat pertahanan, mengorganisasi
ulang pasukan Belanda, dan menunggu
momentum yang tepat untuk menyerbu In-
dia. Fokusnya memang di situ. Buktinya,
hampir sepertiga bagian pasal (dari total 68
pasal, dalam tiga instruksi terpisah) yang
diterima Daendels dari Raja Louis Bonaparte
melulu berkaitan dengan urusan militer dan
politik (Carey, 2013: 7). tugas lain yang juga
penting adalah mereformasi bekas kongsi
dagang Belanda. Tujuan akhirnya, tentu
saja, menyumbang pemasukan bagi
kerajaan nun jauh di seberang pulau.
Namun, setiba di Jawa, Daendels segera
dihadapkan kepada banyak kendala,
utamanya adalah ketiadaan modal.
Celakanya lagi, ia tak lagi bisa
menyelenggarakan perdagangan
antarpulau akibat blokade Inggris. Oleh
keadaan, ia dipaksa untuk menjalankan
upaya sistematis untuk memanfaatkan
wilayah pedalaman Jawa (Lombard, 2008a:
74).
Daendels menulis:
“Musuh menyerang dari arah pantai, dan
para pangeran Jawa yang menyaksikan
kelemahan kami, merasa telah tiba waktunya
untuk mengalihkan loyalitasnya pada
penguasa lama. Eksistensi kami di Jawa dalam
bahaya. Sumber keuangan kami mulai
menipis, sementara sektor perdagangan
sedang macet, karena blokade pelabuhan milik
kami. Inilah yang memutuskan harapan kami
akan datangnya bantuan dari luar. Dalam
keadaan kacau dan darurat seperti ini, saya
memutuskan untuk bertindak di luar
kebiasaan resmi, dan tidak mengindahkan
aturan hukum yang ada, dengan tujuan
menyelamatkan koloni yang telah
diamanatkan kepada saya. Perintah yang saya
terima ketika saya berangkat dari negeri
Belanda membuat saya merasa berhak untuk
melakukan tindakan tersebut” (Raffles, 2014:
xxviii).
Sebenarnya, Raja Louis Bonaparte
mewanti-wanti Daendels agar jangan dulu
membuat lalu menerapkan aturan baru –
terutama dalam agenda reformasi
mendasar— di Jawa. Hal itu setidaknya
sambil menanti situasi di Eropa kembali
tenang. Namun, dasar “bengal”, Daendels
tak menuruti perintah tersebut. Seperti
diungkapkan di atas, “Dalam keadaan kacau
dan darurat seperti ini, saya memutuskan untuk
bertindak di luar kebiasaan resmi, dan tidak
mengindahkan aturan hukum yang ada”. Ia
beralasan bahwa semua itu dilakukan demi
menyelamatkan koloni, bukan untuk
kepentingan dirinya sendiri. Daendels
memang dimungkinkan untuk berbuat
demikian. Soalnya, ia dibekali kekuasaan
khusus yang bahkan lebih tinggi
dibandingkan dengan Dewan Hindia (Hall,
1988: 445).
Tak heran, Daendels kemudian
menaikkan pajak cukai menjadi 1/5 bagian
dari total padi yang dipanen oleh para petani
(van der Chijs, 1896: 822--827; Breman,
2014: 46). Padahal, sebelumnya, pajak cukai
yang diberlakukan kepada para petani
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hanya 1/20. Kenaikan pungutan yang
berlipat-lipat dan diberlakukan secara tak
terduga—itu menyulut keresahan
penduduk Cirebon.
Boulger (1897: 115), merujuk kepada
catatan John Crawfurd, menyatakan
bahwa hingga masa jabatan Daendels dan
Jan Willem Janssens, rakyat Cirebon
dikenakan delapan jenis pungutan.
Kedelapan jenis pungutan itu adalah 1)
kontingen, sebesar 15% dari total padi hasil
panen, tetapi –pada kenyataannya—
diterapkan secara seenaknya; 2) pajak per
kepala (poll-tax) atau pajak atas keluarga,
sebagian dipungut atas nama pemerintah,
sebagian lagi atas nama kepala setempat; 3)
pajak pasar atau tol, dipungut untuk setiap
barang/komoditas yang dihasilkan dari
pertanian, manufaktur, bahkan hasil
kerajinan tangan; 4) pajak pemotongan
sapi, yang memengaruhi harga makanan
dan pembatasan terhadap upaya pembiakan
hewan serbaguna tersebut; 5) pajak
penginapan dan makanan bagi
pengembara, pengangkutan, bagasi, dan
penyimpanan semua barang; 6) kewajiban
untuk membangun dan memperbaiki
jembatan, jalan, dan bangunan publik di
seantero negeri; 7) kewajiban untuk
menanam dan menyetor –dalam jumlah
yang memadai—produk-produk untuk
kepentingan ekspor, terutama kopi; dan 8)
pajak persepuluhan, sebenarnya 1/20 dari
total padi hasil panen, dialokasikan untuk
tujuan keagamaan; pembayaran opsional,
tetapi jarang sekali ditangguhkan.
3.3.2. Kuasa Para Sultan Cirebon, dan
Rencana Inggris Menduduki Jawa
Pada 2 Februari 1809, Daendels
menerbitkan Reglement op het beheer van de
Cheribonsche-landen  ‘Peraturan tentang
Pengelolaan Wilayah Cirebon’13. Dalam
Ketentuan Umum (Algemeene Bepalingen)
disebutkan bahwa wilayah Cirebon dibagi
menjadi dua prefektur. Pertama, Sulthans-
landen, mencakup wilayah utara yang kini
diduduki oleh Kesultanan Cirebon
(termasuk Gebang). Kedua, Cheribonsche
Preanger-landen , mencakup wilayah
Kabupaten Limbangan, Sukapura, dan
Tanah Galuh. Selanjutnya, Daendels
menyerahkan pengelolaan tiap-tiap
prefektur tersebut kepada seorang prefek
(van der Chijs, 1896: 474--475).
Selanjutnya, berdasarkan ketentuan
yang termaktub di dalam Pasal 1 Bagian
Kedua, ketiga sultan di Cirebon dianggap
dan diperlakukan sebagai pegawai Yang
Mulia Raja Belanda. Sementara, secara
struktural, mereka berada langsung di
bawah prefek14. Atja (1988: 39)
menyebutkan bahwa ketiga sultan di
Cirebon itu kemudian dianugerahi jabatan
sebagai hoofd-regent atau wedana. Meskipun
demikian, ketiga sultan di Cirebon tetap
diperkenankan untuk menggunakan tanda-
tanda kebesaran dan tata cara
penghormatan yang selama ini berlaku di
lingkungan kesultanan. Hal itu
dimaksudkan untuk menjaga citra para sul-
tan di mata rakyatnya (van der Chijs, 1896:
482--483).
Merujuk kepada peraturan tanggal 13
Maret 1809, Sultan Sepuh ditugaskan untuk
mengelola wilayah Tagala, Gabang,
Koeningan, Tjikasso, Loessarie, dan sebagian
pusat wilayah Cirebon (Cheribon hoofd-
negorij). Ia menguasai tanah pertanian
seluas total 4.239 jung15 dan penduduk
sebanyak 80.739 jiwa. Sultan Anom
menguasai wilayah Pandjalo, Mattang
Hadjie, Radja Galo, Siedang Kasie, Banawang
Wettang (sebagian), dan sebagian pusat
wilayah Cirebon. Ia menguasai tanah
pertanian seluas total 4.304 jung dan
penduduk sebanyak 76.622. Sementara Sul-
tan Cirebon menguasai wilayah Kandang
Auwer, Banawang Koelon, dan Banawang
Wettang (sebagian). Ia menguasai tanah
pertanian seluas 4.293 jung dan penduduk
sebanyak 80.250 jiwa (van der Chijs, 1896:
568--569)16. Selain itu, Daendels mewajibkan
kepada para sultan untuk —secara bersama-
sama— menyediakan kontingen (upeti)
berupa beras sebanyak 2.000 koyan17 dan
kognisi (pengakuan utang) sebesar 30.000
ringgit tiap-tiap tahun (Atja, 1988: 43).
Di lain pihak, pada dekade awal abad
ke-19 itu, Inggris merencanakan penaklukan
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Jawa sebagai bagian dari rencana
mengeliminasi pengaruh Napoleon di
Samudra Hindia, jalur utama perdagangan
dunia. Betapa tidak, Napoleon telah
menguasai titik-titik strategis, seperti
Mauritius, Bourbon18, Tanjung Harapan,
Ceylon (Sri Lanka), dan kepulauan Melayu.
Inggris menganggap kenyataan itu sebagai
sesuatu yang membahayakan. Oleh karena
itu, menjelang akhir abad ke-18, mereka
menyerang Tanjung Harapan, Ceylon, dan
Malaka. Sebagian rantai kekuasaan Napo-
leon pun berhasil diputus. Namun, masih
ada dua wilayah yang menjadi ancaman,
yakni Mauritius dan Bourbon (di barat) dan
kepulauan Melayu (di timur).
Pada saat yang sama, Napoleon
merencanakan penyerangan terhadap In-
dia, mengambil basis dari pulau Jawa.
Untuk mempersiapkan itu, ia pun mengutus
Daendels ke tanah Jawa. Sang marsekal tiba
ke pulau Jawa pada awal tahun 1808,
dengan menumpang kapal Amerika yang
berhasil mengecoh blokade Inggris
(Lombard, 2008a: 74; van der Chijs, 1896:
547).
Rencana Napoleon itu diketahui Lord
Minto. Sebelum meninggalkan Inggris
menuju India (untuk menduduki jabatan
sebagai gubernur jenderal), ia sempat
berdiskusi dengan sejumlah menteri tentang
perlunya Inggris aktif bergerak. Setelah
bermukim di India, ia kembali menegaskan
hal itu melalui surat yang ditujukan kepada
Pemimpin East India Company (EIC) Ed-
ward Parry. Menurut John Bastin (dalam
Thorn, 2004: xiv), surat itu berisi penekanan
tentang pentingnya penaklukan Mauritius
dan Bourbon agar tak lagi menjadi basis
militer Prancis dalam operasi di Samudra
Hindia. Namun, niat itu bertepuk sebelah
tangan. Lord Minto tak bisa berbuat apa-
apa. Apalagi, ketika itu, ia menghadapi
kesulitan keuangan akibat administrasi
boros peninggalan Richard Colley “Mar-
quis” Wellesley 19. Perusahaan dagang
Inggris itu tak punya sumber daya yang
cukup. Hal lainnya, India harus
meningkatkan kewaspadaan terhadap
ekspansi Prancis melalui Persia.
Belakangan, setelah ancaman Prancis
bisa dihilangkan dan posisi keuangan EIC
membaik, pemerintah Inggris tetap saja
enggan mengambil langkah aktif untuk
melawan Prancis. Lord Minto kesal. Pada
Desember 1810, ia pun berinisiatif
mengerahkan pasukan militer untuk
menyerang Mauritius dan Bourbon.
Penyerangan itu sukses. Alih-alih dihukum,
Lord Minto malah beroleh apresiasi positif.
Bahkan, ia diminta untuk melanjutkan aksi:
menaklukkan Jawa.
Sebenarnya, Lord Minto sudah
merancang ekspedisi ke Jawa beberapa
bulan sebelumnya. Pada 19 Oktober 1810,
ia menunjuk Thomas Stamford Raffles 20
sebagai agent to the Governor-General with the
Malay States (wakil gubernur jenderal untuk
[urusan] dengan negeri-negeri Melayu).
Tugas utamanya adalah menyiapkan
segenap data yang berkaitan dengan seluk-
beluk tanah Melayu (termasuk kekuatan
musuh) serta berkoordinasi sekaligus
menggalang dukungan para penguasa lokal.
Untuk memaksimalkan tugas tersebut,
Raffles merekrut sejumlah mata-mata (selain
para juru tulis) dan bertindak sebagai pleni-
potentiary (utusan yang berkuasa penuh).
Para mata-mata itu ditugaskan untuk
menyelisik kekuatan militer Prancis-Belanda
di Jawa. Raffles pun beroleh informasi de-
tail ihwal kondisi negeri itu, termasuk jumlah
dan komposisi kekuatan militer di sana,
termasuk posisi benteng.
Pada 19 Desember 1810 (22 Zulkaidah
1225 Hijriah), Raffles menulis surat
pemberitahuan sekaligus permohonan
dukungan kepada para penguasa di Jawa.
Ia menugaskan Tengku Pangeran Sukma
Dilaga untuk mengantarkan surat itu.
Berlayar dari Malaka pada tanggal 23
Desember 1810, Tengku Pangeran Sukma
Dilaga baru tiba ke Indramayu (untuk
selanjutnya ke Cirebon) pada tanggal 26
April 1811. Surat itu berisi lima pasal.
Intinya, Inggris telah mengetahui bahwa
orang-orang Belanda dan Prancis telah
bertindak kejam terhadap rakyat Jawa. Atas
dasar itu, Inggris berniat membantu rakyat
Jawa untuk mengusir orang-orang Belanda
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dan Prancis dan selanjutnya menduduki
Jawa. Inggris berjanji akan memperlakukan
rakyat Jawa secara baik. Inggris pun berjanji
untuk menjadikan Jawa sebagai negeri
makmur melalui jalan perdagangan.
Setelah membaca surat dari Raffles, Sul-
tan Sepuh VII Cirebon segera menulis surat
balasan yang, intinya, mendukung rencana
Inggris tersebut.
3.3.3. Tesis, Antitesis, Sintesis
Merujuk kepada fakta sejarah, terdapat
beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai
tesis. Pertama, kebijakan lalim Daendels
telah nyata-nyata membuat Sultan Sepuh
VII (dan juga rakyat Cirebon) merasa
semakin tertekan. Kedua, pemberontakan
rakyat terus berlangsung dalam tensi yang
terus menanjak. Ketiga, Inggris berniat
membantu para penguasa (dan rakyat)
mengusir orang-orang Belanda dan Prancis
untuk selanjutnya menduduki pulau Jawa
sekaligus.
Di dalam diri Sultan Sepuh VII Cirebon,
tesis itu kemudian memunculkan sejumlah
antitesis. Pertama, Sultan Sepuh VII Cirebon
memilih berada di bawah kekuasaan
Belanda Prancis dengan segala
konsekuensinya. Kedua, Sultan Sepuh VII
Cirebon merestui rencana Inggris,
sebagaimana tertuang di dalam surat yang
ditulis oleh Raffles. Untuk selanjutnya,
pulau Jawa berada di bawah kendali Inggris.
Sultan Sepuh VII Cirebon membuat
sintesis yang kemudian dituangkan ke dalam
surat balasan untuk Raffles. Ia merestui
rencana Inggris untuk menduduki pulau
Jawa sekaligus mengusir orang-orang
Belanda dan Prancis.
4. SIMPULAN
Sultan Sepuh VII Cirebon, Sultan Tajul
Ngaripin Mohamad Joharidin, naik takhta
ketika VOC berada di ambang
kebangkrutan, dengan utang yang kian
menumpuk. Demi  mendongkrak
pendapatan, VOC berkonsentrasi terhadap
peningkatan pendapatan dari penjualan
kopi. Berbagai kebijakan diterbitkan,
diberlakukan secara berjenjang (mulai dari
komitir, para sultan, bupati, hingga pejabat
rendahan di tingkat lokal). Akan tetapi,
sesungguhnya, semua beban itu berakhir di
pundak kalangan petani. Tak heran jika
kemudian, pada akhir abad ke-18,
pemberontakan rakyat pecah di Cirebon dan
berlangsung dalam durasi yang cukup
panjang.
Tekanan semakin berat ketika Herman
Willem Daendels menjabat sebagai gubernur
jenderal Hindia Belanda. Dalam waktu
singkat, ia menerapkan kebijakan yang
semakin menyengsarakan para sultan dan
rakyat Cirebon. Daendels meningkatkan
pajak cukai hingga berkali-kali lipat. Ia juga
membagi wilayah Cirebon menjadi dua
prefektur sekaligus menurunkan pangkat
para sultan menjadi “pegawai kerajaan
Belanda” setingkat wedana. Para sultan pun
diwajibkan membayar kontingen (upeti)
dan kognisi (uang pengakuan utang).
Beban bagi para sultan kian berat seiring
dengan terbitnya perintah Daendels yang
mewajibkan mereka menjaga daerah. Hal
itu seiring dengan tersiarnya ihwal rencana
Inggris untuk menduduki tanah Jawa.
Belakangan, Sultan Sepuh VII Cirebon
memang menerima surat dari Raffles
tentang rencana Inggris tersebut. Ia pun
memberikan restu kepada Inggris karena
memang sudah tidak tahan menerima
perlakuan lalim dari Daendels.
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LAMPIRAN
Edisi Teks Naskah Surat Balasan
Sultan Sepuh VII Cirebon
1) Inilah surat tulus serta ikhlas yang keluar dari hati yang putih daripada saya, Kanjeng Sultan (Ka)sepu(h)an, dan daripada
Kanjeng Sultan Anom yang ada kerajaan
2) di dalam Negeri Cirebon. Datang ke hadapan Mister (Raffles Esquire) yang jadi ganti tuan jeneral Benggala yang, atas kuasa,
memerintah negeri daripada atas angin
3) dan bawah angin, yang duduk di dalam Negeri Malaka, yang diberi Allah panjang umurnya, yang jadi pergantungan di dalam
dunia ini. Wa ba’dahu, kemu[n]dian dari itu, maka
4) adalah Tuan Mister (Raffles Esquire) berwakilkan kepada Ten(g)ku Pangeran Sukma Dilaga serta membawa[‘] surat cap dan
perintah, sama dengan saya punya
5) bapak muda Pangeran Arya Kidul, dan saya punya kakak Pangeran Raja Karta Ningrat, dan saya punya adik Pangeran Arya
Suminta Raja, dan Raden
6) Sudirabrata, dan Tumenggung Mangkunegara, dan imam qadhi. Syahdan, itulah yang sudah saya terima. Dan sekalian yang
tersebut di dalam surat itu sudah
7) me(ng)ertilah saya serta perintah orang besar Kompeni Inggris. Saya pun menanti(-nanti) tolongan dari Kompeni Inggris, dan
bagaimana lagi yang tersebut di dalam surat,
8) serta minta[k] tolong dengan segeranya, daripada tiada kuasa lagi menunggu siksa kepada hukum orang Holanda yang ada di
Tanah Jawa. Dan lagi, daripada hal orang
9) enam itu, saya balikkan lagi bersama Ten(g)ku Pangeran karena tiada kuasa menyimpan dia, takut kepada Holanda. Maka
tatkala saya bertemu dengan Ten(g)ku Pangeran
10) ini, tiada sempat membawa[‘] cap sebab ada di Desa Singaraja, diperintahkan jaga musuh karena Holanda sudah tahu akan
datang Inggris. Maka itulah saya
11) kedua memin(t)akkan biar segera Kompeni Inggris menyuruhkan kapal perang menolong daripada kerusakan saya dan negeri
saya, mengambil sekalian orang Holanda
12) yang di dalam Negeri Jawa, dan perminta[kk]an saya Ten(g)ku Pangeran serta dengan enam orang itu datang bersama di
dalam kapal perang ke dalam Negeri Cirebon.
13) Dan hadiah daripada Tuan Mister (Raffles Esquire) sudah diterima. Ini saya punya tanda tangan, Sultan (Ka)sepu(h)an. Ini
tanda tangan saya, Sultan Anom.
14) Diperbuat surat pada dua hari bulan Rabiulakhir, malam Jumat, kepada jam pukul dua belas, Sanah 1226 tahun.
